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Pa,da pansus tersebut total

ada sebanvak 14 anggota de-
wan vang masuk menjadi ang-
gota dan juga pimpinan pansus.
Mereka berasal dari iintas fiak-
si partai politik yang berada di
DPRD Srrnrhar.

Sebanyak 14 orang anggot&
dewan tersebut yakni dari Frak-
si fierriirdra, ilicliL/at, 14aritt
Syah J,r1.rat'r dan ir.:"hn,irudin Si-
manjuntak.

Dari Fraksi PKS. riudiman
dan Rahilat Salel'r. Fraksi lletlo
kra,t, Ali'fan.jung lan Nofrizon.

I;raksi I'A\, Maigus Nasir
ia:r ilasn'iln1(). F-raksi Golkar,
Afriral d:ur lJarCinali-q Kobal.

Kemudian darl Fraksi galrr,ur-
gan PPP-Nasdem. Terakhir clari
Fraksi PDIP-PKB. Douizar.

Ketua DPRD Sum'rar, Supar-
di mengatakan pansus telsebut
dibentuk setelah BPK menye-
rahkan LFIP Tahun 2021. Ada-
nya LI{P, menurut Supardi, ber-
tuiuan untuk memastikan pelak-
sanaan keuangan di pemerintah
daerah dilaksanakan dengan
sebaik mungkin sesuai dengan
poraturan vang ber:laku.

"LIIP BPK bertujuan untuk
metregakkan prinsip akuntabil-
itas cla,ri transparansi daiam
polrlr.ri' ::;lran daerah," ujarnya.

Su1, rli nrengatakan fungsi
dari I juga untuk memasti-
kan ap r'air pengelolaan keuan-
gan rlnrrah yang dialokasikan
uii r i:L - ,-['l]D 202 1 telah diiaksan-
:rkau dengan optimal.

Sesuai dengan ketentuan
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Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
Prori nsi Sumatera tsarat
ielah membentuk oanitia
t,
khus..rs (pansus) t r:trk
t nenindaklanjuti l -- reran
hasil pemeriksaa -Hrl
-Badan Pemeriksaair Keua-
ngan (BPK) terlraclap kepa-
tuhan beianla daerah tahun
2021.
i
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Penetapan pilnsLls c-ian ke-
anp{gotaannya tersebut dilak-
sanakan saat rapat paripurlra cli

gqediurg l)l'fiD. lirrnat {ll/2}.

pasal,5 ayat 2 huruf a peratu-
ran menteri dalam negeri No-
mor 13 Tahun 2010, disebutkan
bahwa terhadap pemeriksaan
dengan tujuan t€fientrl yang di
daiamn.rza termasuk pemerik-
saan kepatuhari terhadap per-
aturan perundang-undangan,
paiing la,ma dua ininggu sejak
diterima, clibalias oleh DPitD.

''Pernbahasan tsrsebut di-
iakuka.n dengan pembentukan
pansus," paparnya.

Pansus y'ang telah dibentuk
ini, rnenurut Permendagri pula,
akan melakukan pembahas."rn
pa.ling lainbat satu uringgu.

L{erujuk pada aturan terse-
butlah, DPRD pada 3 Februari
lalu telnh menyurati semua
fraksi ya,ng ada. Meia,iui surat

bernomor 162/130/FPP-2022
seiuruh fraksi diminta untuk
mengusulkan nama-narrra ang-
gota yang akan ditempatkan
pada pansus.

" Seiring dengan' telah diben-
tuknya tim pansus. Maka pem-
bahasan sudah dapat dii;rkukan
dengan sebaik-baiknya," legi{s
Supardi.

Supardi menambahkan, iu-
gas dari pansus yang telah
ditetapkan adalah mengumpul-
kan bahan-bahan dan clata-data
]iang diperlukan terhadap pem-
bahasan t,[IP BPK-RI l,ersebut.

"Berdasarkan data-data tel
sebut tirn pansus akan melaku-
kan pembahasan secara []en-
dalam dan mendetail. Sala.h sa-
[r:nya, untuk meninclirkianiuti

poiir-poin yang menjadi te-
fiIuan, cat&tan a.tAUi:r-rn rr-rkcr-
mendasi BPK pada i,F{P tc:'l,;ait,"
ujarnva.

IJerci as;rrkan h asil ;:clr:h*i-
hasan tersebut, tarphn,il di*. tirrr
parislrs juga berhrgas unIuii
rnen) tr;ril] ,lir il i,,n, ' r11, ri,qn
rekomontii,r,si. lteks:.,fi ruldasi ini
uantinva a jEiitr diti nr-liLki;*,ir:ti
pula untirl.;' diiaclikan i;r,rhagai
rekomen,;ia,si resmi IJPI]n"

" Prel',orn en rl;rsi ter:urbuI na*ti
nva akiln kauri (l]!-tlDl l,,el'il,a;i
pada penrprtil', " uiarr,va.

'lirrk;Lit t':krrrnci:d.tr' in'. l;t1r.
jut ttia, akan dlsusirri darr eiisi:'
rahkan der.igan tujuaii p,:rl;ili=
kan atau penyemjlurna:in ja,la,t-
nya rot'la prrl$i'lnttthn,n rii :-irrrir -
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